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ABSTRAK 

PERAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PEMAKAIAN 
TANAH TANPA IZIN DARI YANG BERHAK ATAU 

KUASANYA YANG SAH 
(Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut) 

N a m a 
NP M 

: Jefriadi Silaban 
: 141803071 

Program : Magister Hukum 
Pembimbing I : Dr. Danvinsyah Minin., SH., MS 
Pembimbing II: Muaz Zul., SH., M.Hum 

Dari data yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut 
penyelesaian perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak 
atau kuasanya yang sah masih belum maksimal, salah satu f aktor penyebabnya 
adalah penyidikannya hanya dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal 
Umum Polda Sumut saja, sehingga. berakibat kepada meningkatnya tunggakan 
kasus dan pelapor tidak memperoleh kepastian hukum. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan 
kewenangan penyidik untuk menangani perkara tindak pidana pemakaian tanah 
tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah dan bagaimana penegakan 
hukum terhadap pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya 
yang sah di wilayah hukum Polda Sumut serta hambatannya. Kemudian metode 
penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis 
normatif. 

Hasil penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut 
bahwa, yang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pemakai tanah 
tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah hanya pada Direktorat Reserse 
Kriminal Umum Polda Sumut saja. Berdasarkan Pasal 166 ayat (3) huruf f 
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata 
Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang berbunyi "Dalam 

. melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Ditsabhara 
menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum 
berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP. Sehingga 
mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian perkara setiap tahunnya yang 
hanya berkisar antara 17, 56 % sampai dengan 48, 7 %. Kondisi ini dapat 
menimbulkan terjadinya penggelapan perkara (quo vadis) dan hilangnya 
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Direktorat Reserse Krirninal Umum 
Polda Sumut. Selain itu proses penyidikan tindak pidana pemakaian tanah tanpa 
izin dan yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan Direktorat Reserse 
Kriminal Umum Polda Sumut ini menjadi tidak sah, karena melampaui batas 
kewenangan yang sudah ditentukan dalam aturan internal Polri. 

Kata Kunci : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, pemakai 
tanah tanpa izin, penyidikan tidak sah. 

yang 
penyelesaian perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari yang 

kuasanya yang sah masih belum maksimal, salah satu f aktor f aktor f penyebabnya 
penyidikannya hanya dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse 

Sumut saja, sehingga. berakibat kepada meningkatnya 
pelapor tidak memperoleh kepastian hukum. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan 
penyidik untuk menangani perkara tindak pidana pemakaian 

dari yang berhak atau kuasanya yang sah dan bagaimana penegakan 
terhadap pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau 

wilayah hukum Polda Sumut serta hambatannya. Kemudian 
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penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda 
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Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi 

Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang berbunyi 
melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Ditsabhara 
menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban 
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ABSTRACT 

INDONESIAN NATIONAL POLICE PER FORM TO SOL VE TEH CASE OF 
USING THE LAND WITHOUT ANY PERMISSION 

TO OTS RIGHT OWNER 
(Case Study to Conventional Investigation Directorate of Nortth Sumatera 

Police Region) 

Na m e  
NPM 

: Jefriadi Silaban 
: 141803071 

Program : Master of Law 
Academic adviser I : Dr. Darwinsyah Minin�� SH.� MS 
Academic adviser II : Muaz Zul., SH., M.Hum 

From the datas at conventional investigation directorate of North Sumatera 
Police region showing that the solving value of its case have not been maximally 
solved, because the total number of its investigation officer are still not enough to 
cover the case reports which received by North Sumatera Police region. Those 
problem makes total number of complain to the police perform being high day to 
day, because the complainers do not receive the aevantage of law easily. 

Problem summary of this research is to find how to manage the role of 
investigation officer to solve the the case of using the land without any 
permission to its right owner, how to find the suspect in the right order. Reserah 
methode that were used are descriptive and Yuridist norms. 

Research shows the problems appears due to limited number of inestigation 

officer at Conventional investigation Directorate of North Sumatera police region. 

Base don the code panel 166 (3)-F Head oflndonesian National Police Dirrection 

number 22 year 2010 about the chaind of command in Indonesian national Police 

structure, said: In performing the duty, Sabhara control law order and keeping the 

security to the environment arround people and doing the first attempt to the 

crime scene. It caused the total number of problem solving too the case using the 

land without any permission to its right owner being very law, at about 17,56% to 

48%, in fact, based on the strusture, Sabhara is the one who has responsibility to 

solve that kind of problem. In the nearly future, everyone has to realize that 

Sabhara have to perform maximally in solving this case, because if we go through 

this habit, the people will be easily to become distrust in Police perfomrs specially 

in North Sumatera police region. 

Keywords : Conventional Investigation Directorate Of North Sumatera Police 

Region, Using The Land Without Any Permission, Invalid 

Investigation. 
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1 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat 

negara penegak huk:um dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) 

menyelenggarakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 13 yang berbunyi "Tugas Pokok Polri 

adalah : a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan 

huk:um; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat" 1• 

Dalam implementasi penegakan huk:um tersebut, Polri telah 

menggolongkan jenis-jenis tindak pidana ke dalam 4 (empat) golongan kejahatan, 

yaitu kejahatan konvensional (common law crime), kejahatan lintas negara (trans 

nasional crime), kejahatan terhadap kekayaan negara (crime against national 

treasure) dan kejahatan berimplikasi kontijensi (properties crimes in intelligence). 

Dari ke empat golongan kejahatan tersebut, yang sangat menonjol saat ini 

di wilayah huk:um Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara adalah golongan 

kejahatan konvensional, yang dirumuskan di dalam UURI Nomor 1 Tahun 1946 

Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)2 dan di dalam peraturan 

perundang-undangan lainnya yang tersebar di luar KUHP, diantaranya adalah 

1 Republik Indonesia, Undang-Undang, (disebut juga UURI), Nomor 2 Tahun 2002, 
Tentan� Polri, Jakarta, 8-1-2002, LN2002/02. 

UURI, Nomor l Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
(Wetboek van Strafrecht), (S.1915-732 jis. S. 1917-497, 645, MB. Pada tanggal I Januari 1918, 
s.d.u.t. dg. UU No. 1/1946. 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) 

2002 tentang Polri pada Pasal 13 yang berbunyi "Tugas Pokok 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan 

c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

1• 

Dalam implementasi penegakan huk:um tersebut, Polri 

menggolongkan jenis-jenis tindak pidana ke dalam 4 (empat) golongan 

kejahatan konvensional (common law crime), kejahatan lintas negara 

crime), kejahatan terhadap kekayaan negara (crime against 

dan kejahatan berimplikasi kontijensi (properties crimes in intelligence). 
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2 

tindak pidana terhadap pemakaian tanah tanpa 1zm dari yang berhak atau 

kuasanya yang sah yang diatur di dalam UURI Nomor 51 Prp Tahun 1960 

Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Yang Berhak atau kuasanya 

Sasaran dan modus operandi pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang 

berhak atau kuasanya yang sah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut ini, 

dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu : a) Pemakaian terhadap 

tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara yang dilakukan secara 

berkelompok dengan membentuk kelompok tani; b) Pemakaian terhadap tanah-

tanah perkebunan yang akan berakhir haknya yang dilakukan secara berkelompok 

dengan berdalihkan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat/adat yang dirampas 

pemerintah pada zaman orde baru; c) Pemakaian terhadap tanah hak yang sudah 

memperoleh sertifikat, baik hak perorangan maupun hak badan hukum/korporasi 

dan dilakukan secara berkelompok atau perorangan; dan d) Pemakaian terhadap 

tanah/rumah yang sudah dijual, kemudian penjual meminta waktu kepada pembeli 

untuk pengosongan rumah tersebut, namun pada akhimya penjual tidak 

mengosongkan rumah dan tetap menguasainya. 

Berdasarkan acara pemeriksaan sidang pengadilan, pemeriksaan terhadap 

kasus pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah ini 

tergolong sebagai tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam UURI Nomor 

8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

pada Pasal 205 ayat (1), yang berbunyi : "Yang diperiksa menurut acara 

emriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana 

3 UURI, Nomor 51 Prp Tahun 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin 
i Yang BerhakAtau Kuasanya Yang Sah, Pada tanggal 14-12-1960. LN 1960 Nomor 174720. 

diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu : a) Pemakaian 

atau tanah yang langsung dikuasai negara yang dilakukan 

dengan membentuk kelompok tani; b) Pemakaian terhadap 

perkebunan yang akan berakhir haknya yang dilakukan secara berkelompok 

berdalihkan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat/adat yang 

pada zaman orde baru; c) Pemakaian terhadap tanah hak yang 

sertifikat, baik hak perorangan maupun hak badan hukum/korporasi 

dilakukan secara berkelompok atau perorangan; dan d) Pemakaian 

yang sudah dijual, kemudian penjual meminta waktu kepada 

pengosongan rumah tersebut, namun pada akhimya penjual 

mengosongkan rumah dan tetap menguasainya. 
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